
SALINAN

KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG
PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkembangkan etos keija,
"tanggung jawab, edka dan moral aparatur
pemerintah serta guna meningkatkan kineija
pclayanan kepada masyarakat, pcrlu mcngcmbangkan
nilat-nilai dasar hudaya kerja aparati jr pemerintah
secara intensif, berkelanjutan dan menyeluruh di
hngkungan Pemeriiitah Kabupftten Prmgsewu,

b. bahwa untuk melaksanakan pengembangan nilai-nilai
dasar budaya keija aparatur pemerintah ell
Imgkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu
riiperlukan knmitmen yang tinggi dan konsistensi dari
seluruh jajaran aparatur pemerintah yang dapat
mendukung terwujudnya penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang efektif dan eflsien;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimak&ud dalam humf a tian hurud b, perlu
menetepkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan
Budaya Kerja Aparatur Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pringsewu;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pernerintahan Daerah iLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 4438);

2, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Ptingaewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Kepublik Indonesia Nomor 4932);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Petribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indone&ia
Nomor 5049);



4. Undang-Undang Nomar 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangundangan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5334);

5. Undang-Undang Ntmor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
Bebagsimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomoi 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestaai Kerja Pegawai Negert Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5258);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Numur PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman
Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja
Pada Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengembangan Budaya Keija;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 201 D Nomor 07);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Pcrangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16};

14. Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 42
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisesi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwftküan
Rakyat Daerah, Inspektorat, Satuan Pottsi Famcng
Praja dan Staf Ahli Bupati;

15. Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 43
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja
Dinas-Dinas Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Bupati Kabupaten Pringjsawu Nomor 44
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja
Badan-Badan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 45
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja
Lembaga Lainnya;

18. Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 46
Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG 3ENGEMBANGAN
BUDAYA KERJA APARATUR PEMERINTAH Dl
LlNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin petaksaiiaaji urusan pemeimlalian yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.



4. Wakil Bupati adalah Waldl Bupati Prmgaewu.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Secretariat Daerah adalah Seketariat Daerah
Kabupaten.

7 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten selanjutnya
dismgkat OPD Kabupaten adalah Secretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dmas Daerah, Lembaga Teknis
Daerah dan Lembaga Lain sebagai bagian dan
Peroagkat Daerah.

8. Budaya keija adalah sikap dan perilaku individu dan
kelompok yang didasari ataa nilainilaj yang diyaluni
kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan
dalam melaksanakan tugas dan pekegaan masing-
masing.

9. Aparatur Pemerintah adalah penyelenggara
pemerintahan di daerah yang dalam menjalankan
tugas kcncgaraannya dibiayai dan digaji olch negara.

10. Lntemalisasi adalah proses penanaman nilai-nïlai yang
terkandung di dalam budaya kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

1 1. Sftfiiatiaaai adalah prosea pemberian pemahaman. yang
mendorong aparatur melalcaanakan nilai budaya kerja,

BAB II
MAKSUD DAN TIJJUAN

Pa&al 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai
acuan dasar ba^i Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan budaya
keija.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk
meningkatkan Idnerja aparatur melalui perubahan
sikap, perilaku dan pola pikir meteiui nilai-nilai
budaya keija.

BAB III
BUDAYA KERJA

Pasal 3

(1) Seüap pelaksanaan tugas pekok dan fungsi atau
proses keqa aparatur pemerintahan di lingkungan
Pemerintah Daerah wajib menetapkan nilai-nilai
budaya keija yang pelaksanaannya diukur dari
indikator-indikator perilaku yang ditetapkan.



(2] Budaya Kerja dan indikator perilaku sebaguimana
dimakaud pada ayat (l)f tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini

Pasal 4
Sistematika Budaya Keija Aparatur Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN.
BABU : LANDASAN TEOR1 NILAI-NILAI DASAR

BUDAYA KERJA.
BAB III : STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK

BUDAYA KERJA APARATUR
PEMERINTAH.

BAB IV ; TEKHIK PENETAPAN NILAI-NILAI DASAR
BUDAYA KERJA APARATUR
PEMERINTAH.

BABV : PENETAPAN NILAI-NILAI DASAR
BUDAYA KERJA APARATUR
PEMERINTAH.

BAB VI : PENUTUP.

BAB IV
INTERNAUSAS1 DAN SOSIAUSASI

Pasal 5

Intemalisasi dan sosialisasi nilai budaya keija dilakukan
secara terus menerus kepada Aparatur Pemerintah
Daerah.

Fasal b

Kepala OPD bertanggungjawab atas pelaksanaan
intemalisasi nilai budaya keija di lingkungan OPD
masingmasing.

Pasal 7

Sosialisasi nilai budaya keija dilaksanakan oleh Sekretaris
Daerah dan OPD yang membidangi pembinaan Apfiratur
Pemerintah Daerah.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8
(1| Dalam rangka efektifitas implementasi nilai budaya

keija dipcrlukem monitoring dan evaluasi.



(2) untuk melaksanakan ketentuan sebagaimarLa
dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Monitoring dan
Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 9

dilaporkan kepada Bupati.

BAB Vil
KETENTUANPENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal
dnirtdangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
pcnempatannya dalam Bcrita Daerah Kabupaten
Pringsewu

Ditetapkan di Pringsewu
padatanggcl io ^ovsniber 2017
BUPATI PRINGSEWU,

dto

fiUJADI

Diundangkan di Prlngsewu
pada tanggal t0 r»0’7
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 51

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,



LAMPÏRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR ; 51
TAHUN : gtjvewber 2017

PENGEMBANGAN BUDAYA KBRJA APARATUR PEMERINTAH
Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Reformasi birokrasi pada daaamya bertujuan untuk

menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional Hengen
karakteristik adaplif, bcrintegrasi, berkineija ringgi, bersih dan
bebas dan KKN, mampu melayani publik, nctral, scjahtcra,
berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik
aparatur negara. Tujuan dan kondisi birokrasi yang diinginkan telah
tercantum dalam Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformaai Birokrasi 2010-2015 dan PeraLuran Menteri
Negara. Pfcndayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-
2014. Reformasi Birokrasi itu merupakan wujud dari komitmen
berkdanjutan pcmerintali. Secara khusua, pada tahun 2025
diharapkan Indonesia berada pada fase yang benar- benor bergerak
menuju negara maju yang mewujudkan pemerintahan kelas dunia,
yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang
mampu menyelrnggarakan pelayanan prima kepada masyarakat
dan manajemen pemerintahan yang demckratis scrta dfharapkan
mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata
pemerintahan yang balk pada tahun 2025.

Untuk mencapai apa yang diharapkan di atas, diperlukan
upaya luar biasa untuk menata ulang proses birokrasi dan
aparatumya dari tingkaL trrtiriggi hingga terendah. Untuk itu,
diperlukan suatu perubahan paradigma yang mernberikan
kemungkinan ditemukannya terobosan atau petnikiran baru. di
luar kebiasaan/rutinitas yang ada. Selain terobosan atau pemikiran
baru, juga diperlukan perubahan pola pikiT dan budaya kerja,
untuk menjaga keberlimjutan haafl terobosan atau pemikiran baru
tersebut. Ptenekanan perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya
keija dalam kebijakan reformasi birokrasi, dinyatakan sebagai salah
satu area dari 8 (delapan) area perubahan yang harus dilakukan
olch Kementcriftn/Lembaga dan Pemcrintah Daerah. Selanjutnya
untuk mempereepat keberhasilan proses perubahan pola pikir dan
budaya keija aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pringsewu, disuaun acuan yang dapat digunakan sebagai landasan
dalam bentuk pedoman untuk mendorong perubahan aikap dan
penlaku pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Rabupoter
Pringsewu.

Melalui fntervensi pengembangar budaya keija tersebut,
diharapkan dapat menumbuhkan etos keija aparatur dan
meningkatkan kineija mstansi pemertntah serfs mewujudkan
aparatw pcmerintah yang brrrtika, bermoral, berdisiplin,
profesional, produktif dan bertanggungjawab.



B. RUANO LINGKUP
Pcngembarigan budaya kerja aparatur pemerintah

dilingkungan Pemerintah Knbupaten Pringsewu dilaksanakan di
seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Remerintah Kabupaten
Pringsewu dan mencakup seluruh aparatur pemerintah yang t^rkait
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
Kabupaten Pïingscwu.

C. TUJUAN DAN MANFAAT
1. Tujuan

a terwujudnya karakter Aparatur Pemerintah Kabupaten
Pringsewu yang berakhlak mulia, beretika, berriisiplin,
bertanggungjawab, produktif dan profesional dalam
melcksanakan tugas pokok dan fungshiya,

b. terwujudnya lingkungan kerja yang dapat mendukung
peningkatan etos kei>, produktivitas kerja aerta pcningkatan
kinerjadan kuaMtas pelayanan pada masyarakat;

c. meningkatnya citra aparatur pemerintah dalam mengubah
pola pikir, pola sikap dan pola tindak:

d. menerapkan nilai-nilai pengemban«an budaya kerja dalam
mengubah sikap dan peiilaku aparatur;

e. membangun karakter dan jati diri aparatur pemerintah
sebagai pelayan masyarakat.

2. Manfaat
a. bagi Pegawai

mempemlph kesempatan untuk berperan, berprestasi,
aktualisasi diri, mendapatkan pengakuan, penghargaan
kebanggaan keija serta rasa ikut memilikt, bertanggung jawab
mcningkatkan kemampuan memimpin dan pemecahan
masdah, memperluae wawasan, lebih hidup dan
pengabdiannya sebagai pegawai Pemerintah Kabupaten
Pringsewu.

b. bagi [nstansi

dapat meningkatkan kerja sama, mengefektifkan koordinasi
integral, sinkronisasi, kcselarasan dan dinnmik^ organisasi,
memperlancar komunikasi dan hubungati kerja serta,
rnenumbuhkembangkan kepcmimpinan yang partisipatif.

c. bagi Pemerintah Daerah
meningkatkan kineija Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dar
perungkatan kesejahteraan masyarakat.

D. METODE PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA
Metode pengembangan budaya keija aparatur pemerintah

dilakukan melalui proju-s sosialieasi, intemalisasi dan
institusionalisasi dengan mempertinibangkan hal-hal sebagai
berikutr



1. nilai-nilai budaya kerja yang digunakan bersumber pada nilai-
nilai moral, agama, tradisi dan nilai-nilai keija pmriuktif
maupun metode kerja modem sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologiyang beraifat universal;

2. penerapan nilai-nilai budaya keija aparatur pemerintah ke
dalam setiap individu maupun kelompok keija tertentu, harus
di&esuaikait dengan penetapcn visi, misi, dan tupokai mfiring
masing OPD dan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, sehingga
program pengembangan budaya kerja aparatur pemerintah di
lingkungan OPD trtasing-niasing akan lebih berhasil;

3, penerapan nilai-nilai budaya kerja harus dilaksanakan secara
srmultan, dalam suuiu sistem kebijakan publik, dengan
demildan nilai tersebut harus diterapkan mulai dari
perumusan kebijakan publik sampai implementasi kebijakan
dimaksud ke dalam sistem manajemen pemerintahan sebagai
kerangka peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Pada
waktunya nanti, ndlainilai budaya kerja dapat mcmotivaai jiwa
setiap individu aparatur pemerintah dan kelompok masyarakat
untuk mendorong kreatifitas dalam pelakaanaan tugas dan
kegiatan yang lebih baik;

4. kondisi lingkungan kerja yang kondusif perlu diciptakan
terutama melalui keteladanan pimpinan., pcrbaikan
kesejahteraan aparatur, penerapan nilai budaya keija,
sosudisaki secara luas dan penegakan aturan secara konsisten;

5. pelakaanaan pengembangan budaya kerja dapat dilaksanakan
letnh efektif pada setiap Kelompok Budaya Kerja (KBK) di
semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten
Pringsewu.

E. ASUMS1 KEBERHASILAN BUDAYA KERJA
Bahwa keberhasilan pengembangan budaya ketja aparatur

pemerintah tidak dapat dicapai dalam waktu singkat, hal im dapat
dimaklumi, karena untuk mengubah sikap mental dan perilaku
pcgawai akan mcmbutuhkan waktu yang panjang dan harus
dilakukan secara herkelanjutari. Agar pengembangan budaya kerja
aparatur pemerintah berhasil diperlukan beberapa asumsi dasar
yang perlu dipenuhi, yaitu:
1. adanya komitmen dan keteladanan pimpinan dalam. bentuk

perhauan yang sungguh-sungguh terhadap penerapan budaya
kega;

2. adanya keinginan yang kuat dari para pegawai untuk berubah
menjadi yang lebih baik;

3. adanya mekanisme penghargaan (reward) scdcmikian rupa
yang benar- benar dijaJankan;

4. kesejahteraan pegawai yang terus ditingkatkarL, baik dari segi
finansial, fasilitas keija dan jalur karir yang jelas.



F. PELAKSANAAN PÈNGEMRANGAN BUDAYA KERJA
Langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rdlai-tiilai

budaya kerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Pring&ewu adalah:
1. menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pedoman

Pengembangari Budaya Kerja Aparatur Pemerintah;
2. menerbitkan Keputuaan Bupati tentang Tim Koerdinasi

Pengembangan Budaya. Kega Aparatur Pemerintah;
3. sosiaüaasi dan fasilitasi penerapan dan pengemhan^nn m~1ai-

mlai budaya kerja aparatur pemerintah;
4 pembrntukan Kclompok Budaya Kerja (KöKJ pada masing-

musing OPD dan Unit Kerja;
5. evaluaai penerapan nilai-nilai budaya keija aparatur

pemerintah pada masing-masnig KBK;
6. pemberian penghargaan bagi OFU dan Unit Kerja yang telah

dapat mengimplementasikan budaya keija aparatur
pemerintah dengan baik berdasarkan hawl evaluasi



BABU
LANDASAN TEORI

NILAI-NILAI DASAK BUDAYA KEKJA

A. PENGERTLAN UMUM
Budaya kerja adalah cara kerja yang bermutu dan selalu

didasari nilai-nilai yang penuh makna, sehingga menjadi motivasi,
member! inspirasi untuk acnantiasa bekeija lebih baik dan
memuaskan bagi maayarakat yang dilayani. Budaya berasal dari
bahasa Sansekerta “buddhayah* sebagai bentuk jamak dari kata
dasar 'budhi’ artinya okal atau segala sesuatu yang berkaitan
dengan ukal pÜdnui, nüainilai, sikap mental. Budi daya berarti
memberdayakan budi artinya mengolah atau mcngcrjakan sesuatu
kemudian berkembang sebagai cara manusia mengaktualisasikan
nilai (value), karsa (creativity dan hasil karya (performance). Secara
praktis dapat kite tank kesimpulan bahwa budaya keqa
mengandung bcberapa petigertian:
1. pola nilai, sikap, mental, tingkah laku, hasil karya, termasuk

mstrumen, sistem kerja, teknologi dan bahasa yang digunalcan.
2. budaya berknitan dcngan per^epsi terhadap nilai-nilai dan

lingkungan yang melahirkart makna dan pandangan hidup
yang berpengaruh terhadap sikap dan tingkah laku dalam
bekerja.

3. budaya ha&il dari pengalaman hidup, kebiasaan-kebiasaan
aerta pluses rlekai menemna atau menolak norma yang aria
dalam beruiterakfii.

4 dalam prows budaya terdapat aaling mempengaruhi dan saling
ketergantungan, baik sosial maupun lingkungan non soaial-

Dengan demïkiaii pada hakekatnya bekerja pakan erm
manusia untuk mengaktualiaasikan diri. Bekerja merupakan
bentuk nyata dari nilai- nilai dan keyakinan yang dianut dan dapat
menjadi motivaai yang melatiirkan karya untuk mencapai tujuan.
Dalam sebuah hadist dikatakan bahwa manusia didorong untuk
bekerja secara profesional sesuai dengan ungkapan ’Jika sesuatu.
peke/jaan dilaksanakan i/ctng bukan ahlinya (profestonai) tunggulah
kehancurannya’' yang dimaksud dengan profesional adalah
kemampuan, keahlian atau keLerampilan seseorang dalam bidang
tertentu yang ditekuni sedemikian rupa dalam kurun waktu
tertentu yang relatif lama schingga basil kerjanya bemilai tinggi dan
mempunyai nilai atau manfaat terhadap masyarakat.

B, NILAI-NILAI DASAR BUDAYA KERJA
Peda hakekatnya bekerja merupakan bentuk atau cara

individu maupun kclompok dalam mengaktuahsasikan diri. Bekerja
merupakan bentuk nyata dari nilai, kepercayaan dan pemahaman
yang dianut dan dapat menjadi metivasi untuk menghasilkan karya
yang bermutu. Secara praktia wworang memiliki persepsi mengenai
cara kerja dalam bidang tertentu yang ditekuninya afas dssar
prinsip-prinsip moral yang kuat.



Budaya kerja adalali cara pandang seseorang dalam memberi
makna terhadap *keija’ dengan demikian budaya keija merupekan
cara pandang aeseorang terhadap bidang tugas yang ditekuni
dengan prinsip-prinsip moral yang dimiliki, yang menumbuhkan
keyakinan yang kuat atas dasar nilai yang diyakini dan memiliki
semangat yang tinggi untuk mcwujudkan prestaal kerja. Oleh
karena itu budaya kerja mengandung pengertian:
1. ada pola nilai, sikap tingkah laku, haail karsa dan karya

termasuk segala instruinen> sistem kerja, teknologi, hahasa
yang digunakan;

2. budaya berkaitan erat dengan persepsi terhadap nüai-nilai dan
lingkungan yang melahirkan makna dan pandangan hidup
yang akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku dalam
beketja;

3. budaya merupakan haadl dari pengalaman hidupt kebiasaan-
kebiasaan serta proses seleksi (menerima-menolak) norma-
norma yang ada dalam cara berintegrasi sosial;

4 dalam proses budaya terdapat sating mempengamhi dan saling
ketergantungan (interdependensi) baik sosial maupun
lingkungan.

C. MOTTO
Dalam pelaksanaan budaya kerja komitmen seorang

pemimptn sangat penting menjadi pelopor dan pendorong semangat
kepada bawahannya untuk bekega lebüi baik dengan sistem yang
lebih baik, oleh karena itu diperlukan langkah kegiatan untuk
mencari nüai-nilai baru yang sepatntnya dimiliki oleh pemimpin,
untuk dapat mempengaruhi bawahan agar mampu berubah menuju
man^jemen modern guna menghadapi tantangar masa depan.
Untuk itu motto yang ditetapkan adalah 'BEKERJA CERMAT,
TlADA HARI TANPA PRESTASI".

Dengan denrikian diperlukan banyak kreativitas, ilmu
pengetahuan dan teknologi serta paling mendasar adalah
penguasaan atas tata nilai komparatif

D. NILA1-NILAI BUDAYA KERJA Dl LINGKUNGAN PEMERINTAII
KABUPATEN PR1NGSEWU

Pelaksanaan Budaya Kerja untuk mencapai target kuaEtaa
yang lebih baik harus bersumber dari setiap individu yang terkait
dalam suatu organisasi kerja itu sendirr Setiap fungsi atau proses
kerja incmpiuiyai perbedaan cara keija yang mengakibatkan
berbeda nüai-nilai yang cocok untuk diambil dalam rangka kerja
organisasi. Budaya kerja adalah merupakan suatu proses tanpa
akhir atau terus menerus.

Setiap fungsi atau proses kerja menteijemahkan bahwa
unsur-unsur kualitaa dalam perilaku organisasi sangat memerlukan
adanya ailai-nüai budaya keija yang selanjutnya dijabarkan dalam
indikatör-mdikatnr perilaku aparatur yang harus dimiliki
sebagaiinana uraian berikut:



1. integritas artinya daiam setiap ttndakan selalu mengutamakan
perflaku terpuji, dimplin dan penuh pengabdian ac^uai nilai-
luJai dan etika kerja yang bcrlaku.
indikator perilaku antara lain
a. bekerja dengan jujur;
b. disiplin, dan konaisten dan bertanggungjawAb pada etika

dan nüai organisasi yang berlaku;
c memiliki komitmen terhadap visi dan mini organiaasi;
d. menjadi contoh bogi orang lain, scrta berani dan tcgas

dalem bertindak mengambil keputusan dan resikn kerj^

2. profesionaJisme artinya daiam metaksanakan tugas pekeqaan
fielalu menyeleaaikannya secara baik dan tuntas scsuai dcngan
kompetensri/keahlian.
Indikator perilaku antara tain?

a bertanggungjawab dengan keahlian dan kecerdasan yang
dimiliki dengan berusaha. menyelesajkannya pekerjaan
hingga selesai;

b. melakukan keija sama dengan berbagai pihak untuk
kesempumaan hasil pelaksanaan tugasnya;

c. melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien;
d. berfikir jauh kedepan dengan komitmen yang tinggi daiam

melakukan setiap pekerjaan.
3. akpntabel artinya daiam melaksanakan tugas dapat

mcmpcrtangguiigjttwa.bkaii baik dari segi proses maupun basil
Indikator perilaku antara lam;

a. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. mempertanggungjawabkan hasil kerja dan seluruh

sumber daya yang telah dipergunakan secara handal dan
terbuka;

c. memenuhi target krnerja yang tclah ditetapka n;
d. siup memberikan pertanggungjawabkan secara terbuka

kepada para pihak yang berkepentin^ui.
4. inovatif artinya selalu mdakukan adaptasi terhadap

perubohan yang bersifat positif dengan mempertahaiikan
efektifitas kerja sant menghadapi informasi bam, perubahan
situasi serta lingkungan yang berbeda ke arah kemajuan
individu dan kelompok.
indikator perilaku antara lain:
a. berupaya memahami, mencari dan menciptakan sesuatu

yang baru secara positif menuju kemajuan,
b. menyiapkan langkah-langkah strategy daiam

mengantisipaei dampkk perubahan jangka ponjang untuk
mencapai visi dan misi organisasi;



c. meiigembangkan kemampuan diri baik secara individual
maupun ketompok serta tidak beraikap egoia dan tetap
menjunjung tinggi etika yang ada dalam memperoleh
maten pembaharuan;

d. mengambil tindakan konstruktif dan mengemhangk^n ide
baiu untuk memperbaiki situasi keija yang menantang
dan kurang konduaif



BAB in
STRUKTUR ORGANISAS1

KELOMPOK BUDAYA KERJA APARATUR PEMERINTAH

A. STRUKTUR ORGAMSASI KELOMPOK BUDAYA KERJA (KBK)
Dalam rangka mengoptiniaikari pelaksanaan pengembangan

budaya keija aparatur pemerintah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pnngsewu, maka pcrlu dibcntuk orgemiaasi budaya
kerja aparatur pemerintah yang disebut dengan Keiompok Budaya
Keija (KBK) pada seluruh OPD dan Unit Keija di lingkungan
Ffemerintali Kabupaten Pringsewu,

Agar struktur organiaasi KBK OPD dan Unit Keija di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Prmgsewu dapat betjalan
efektif, maka sueunan keanggotaan KBK tcrocbut mcngikuÜ aiur
jenjang jabatan struktural sesuai dengan mekanisme kewnangan
dan tanggung jawab dalam pembinaan kepegawaian yang berlaku
pada instansi pemerintah. Sebagaimarta diketahui kewenangan
dan tanggung jawab pembinaan kepegawaian di lingkungan
instansi pemerintah terietak pada para pejabat struktural Karena
itu walaupun organisasi budaya keija merupakan organisasi
informal, tetapi personilnya sedapat mungkin diisi oleh para
pejabat atruktuiul.

Struktur Oganisasi Keiompok Budaya Keija riil ingfrungan
Pemerintah Kabupaten Pringscwu temebut, adalah sebagai
berikut:
1. Keiompok Budaya Keija Aparatur Pemerintah pada

Badan/Dinas/Inspektorat/Kantor/Satpol PP di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

NO Pejabat/ Instansi Kedudukan
DtdtUU Tim

Uraian Tugas

1. - Kepala
Badan/Dinas/Ins
pek
tornt/Kantor/Sat
polPP

Ketua merribcrikan
pefunjuk dan
arahan dalam
pelaksanaan
teknis
kegiatan
Keiompok

2. - Pejabat Eselon
- Pejabat eselon

Sekretaris memimpin
pelaksanaan
teknis
Kegiatan
Keiompok
Budaya Keija



3 ’ Seïuruh
Pejabat Eselcn
III, pada
Badan/Dinas/
Inspektorat/Kan
tor/ Satpol PP

Anggota melaksank
an kegiatan
Kelompok
Budaya
Keija

- Selunih
Pejabat EsekmlV
pada
Badan/Dinas/
Inspektorat/Kan
tor/ Satpol PP

Anggota melaksanakan
kegiatan
Kelompok
Budaya Keija

- Staf
potensifil
Badan/
Dinas/Inspektor
at/ Kantor/
Satpol PP

Anggota melakaanak
an kegiatan
Kelompok
Budaya
Keqa

2. Kelompok Budaya Keija Aparatur Pemenntah pada Secretariat
Dacrah, Seknetariat DPRD dan Kecamatan DL Lingkungan
Pftrnprirtah Kabupaten Pringsewu.
a SECRETARIAT DAERAH

NO. FEJABAT /
1NSTANSI

KEDUDUXAN
DALAMTIM

URAIAN TUGAS

1. Asisten Ketua memberikan
petunjuk dan
arahan dalam
rangka
pelaksanaan
teknis kegiatan
Kelompok Budaya
Kcjja.

2. Kabag Sckretaris memlmpln
pelaksanaan
teknis kegiatan
Kefompok Budaya
Keija

3. - Seluruh Pejabat
Esclon in dan
ÈselorTV

Anggota rnelaksanakan
kegiatan
Kelompok Budaya
Keija.

- Staf potensial Anggota melaksanakan
kegiatan
Kelompok Budaya
Keija.



b. SEKRETARIAT DPRD.

NO. PEJABAT ƒ
INSTANSI

KEDUDUKAN
PALAM TIM

URAIAN TUGAS

1. Sekrrtaris DPRD Ketua memberikan
pctunjuk dan
arahan dalarm
rangka
pelaksanaan teknis
kegiatan Kelompok
Budaya Keija.

2. Pejabat Eselon 10 Sekretaria memimpin
pelak&anaan teknis
kegiatan Kelompok
Budaya Kega

3 - Seluruh Pcjabat
Eselon III dan
EselonlV

- Staf potential

Anggota

Anggota

melakaanakan
kegiatan KHompok
Budaya Keija.
Melaksanakan
kegiatan Kelompok
Budaya Keqa.

c. KECAMATAN.

NO. PEJABAT/
INSTANSI

KEDUDUKAN
DALAM TTM

URAÏAN TUGAS

1. Camat Ketua memberikan
petunjuk dan
arahan data™
rangka
pelaksanaan teknis
kegiatan Kelompok
Budaya Kerja.

2. Sekcam Sekretaris memimpin
pelaksanaan teknis
kegiatan Kelompok
Budaya Keija

3. - Seluruh Pejabat
EselonlV

- Staf potensial

Anggota

Anggota

melaksanakan
kegiatan Kelompok
Budaya Keija*
melaksanakan
kegiatan Kelompok
Budaya Kerja.



B. PEMBENTUKAN DAN PERSYARATAN KBK
1. Pembentukan KBK.

KBK dibentuk di tiap-tiap OPD dan Unit Ketja yang ditetapkan
dengan:
a. keputuaan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pringoewu;

b. keputusan Kepala Badan/Dinaa/Kantor untuk
Badan/Dinaa/Kantor di lingkungan Pemcrintah
Kabupaten Pringsewu;

c. keputusan Kepala Bagian untuk Unit Keija di lingkungan
Sckretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;

d. dalem orgnnisasi KBK, Ketua dan Sekretaris KBK
merangkap sebagai anggota;

e. keanggotaan dalam KBK tndak terbatas pada pejabat
strukturai saja, tetapi dapat ditambah pejabat struktural
dibewahnya dan ataf yang potmaial sesuai dengan
kebutuhan yang diperlukan

2 Ptersyaratan Organisasi KBK.
Syamt orgarnsasi KBK agar dapat bcijalan scvara aktif dan
efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
serta pencapaian visi dan misi organiaasi, adalah sebagai
berikut:
a. ketua KBK scdapat mungkin dijabat oleh Ketua OPD atau

Unit Keija yang tujuannya adalah untuk dapat lebih
menggerakkan dan mengarahkan or^anisasi KBK;

b. sekretana dan Anggata KBK bisa bemaal daii pejabat
struktural, pejebat fungaional, maupun pegawai
administrasi. Namun yang diprioritaskan adalah pejabat
struktural yang dapat dijadikan teladan bagi pegawaï
lainnya dan tidak mcmandang pegawai senior atau junior;

u, keaeluruhan anggota KBK adalah orang-nr^ng yang
mempunyai frifat perauaaif, komunikatif, akomodatif,
demokratis, dan dapat menjadi teladan dalam penerapan
nilai-nilai dasar budaya kerja.

C. TUGAS KELOMPOK BUDAYA KERJA
Agar orgailiaasi KBK dapat mendukung pelaksanaan tugas

pokok dan ftingsi serta mewujudkan terrapainy» visi dan misi
orgamsaei, perlu ditct&pkan. tugas KBK, yang a~n lain sebagai
berikut:
a. melakukan pengkajian dan analisis kegiaton OPD atau Unit

Kerja;
b. menyusun perumusan masukan, pertinibangan dan satan

pads OPD atau Unit Keija;
c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

OPD atau Unit Keija.



BAH IV
TEKhlIK PENERAPAN NILAI-NILAI DASAR BUDAYA KERJA

APARATUR PEMERINTAH

Dalam melaksanakan pengemban&m budaya kega aparaturpemerintah pertama-tama yang hams dilakukan adalah menanamkannilai-nilai dasar budaya keija pads setiap individu aparatur pcmerintah.Sctelah nilai-nilai budaya kega tertanam, maka setiap aparatur
pemerintah diharapkan dapat menerapkan atau mengaplikasikan dalam

tugaa dan pckeijaannya sehan-hari. Apabila proses
penempan nilai-nilai budaya ketja bcrjalan aecara intensif danberkelanjutfin, maka nilai-nilai budaya keija teraebut akhimya akanmelembaga dalam organised.

Langkah-langkah penerapan dan pengembangan nilai-nilai budaya
keija aparatur pemerintah dilakukan dengan menggunakan tehnikaoaialisasi, intemalisasi dan institusionalisasi. Dalam proses sosialisasi,Intemalisaai dan institusionalisasi tersebut penman Kelompok Budaya
Keija (KBK) dimasing-ma&ing OPD sangat besar.
A. SOSIAU3A3I

Sosialisasi adalah kegiatan untuk menyampaikari dan
menjelaakan mengenai nilai-nilai dasar budaya keija, baik tentangfilosofi, makna, tujuan, fungsi dan hagaimana seharusnya
berperilaku scsuai dengan nilai-nilai dasar budaya keija. Sosialisasi
dilakukan dengan tujuan agar nilai-nilai dasar budaya keija
diketfi±Lui dan dipahami oleh para aparatur pemerintali Beberapa
cara atau media yang dapat digunakan untuk melakukan sosialiaasi
antara lain dalam bentuk ceramah, pelatihan di kantor sendiri
(PKS), diskusi, workshop, pendidikan dan pelatihan, dan lain
scbagaiuya.
1. Ceramah

Ceramah adalah kegiatan penyampaian atau penjelasan
tentang informasi Lertcntu, dimana informasi yang disampaikan
hersifat satu arahT yaitu dari penceraniiah kepada peserta.
Maten ceramah biasanya berisi riilai- nilai yang masih bersifat
umum, misalnya ceramah agama, ceramah etika sosial,
ceramah budaya arganisasi dan sejenisnya. Penceramah bisa
bemaal dan dalam kantor aendiri atau dari luar kantor Dalam
rangka pengembangan budaya keija, maka tema-tema ceramah
yang diirtginkan dapat dipesankan kepada penceramah yang
bersangkutan.

2. Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
PKS adalah pelatihan di kantor sendiri yang dimdenggnralcqn
dari pegawaï untuk pegjiwai sendirL PKS biasanya dilakukan
dengan kelompok kelompok keeil, waktunja pendek, dan dapat
dilakukan sesering murgkin Materi PKS budaya keija dapat
membahas tema-tema keeil tertentu sesuai dengan waktunya,
misalnya membahas nilai-nilai dasar budaya keija tertentu
seperti nilai akuntabel, nilai integritas, nilai profesionalisme,
atau yang lainnya.



Materi PKS jugu dapat diarahkan untuk membahas masalah-
masalah yang muncul di oeldtar kantor lata. PKS dapat
dibenkan baik oleh pejabat struktural, fungsional, KBK atau
pegawai Iain yang dianggap mampu.

3. Diskusi
Diskusi adalah pembahasan tema/masalah tertentu yangdiMkukan oleh sekelompok orang, lebih bersifat ams infonnasi
dua arah antara pemrasaran dengan peserta diskusi. Diskusisebenarnya hampir sama dengan PKS, hanya bentuknya hiasp
lebih besar dan pada PKS. Seperti halnya pads PKS, maten
diskusi juga dapat mengambil tema/masalah budaya kerja
tertentu yang dianggap penting. Diskusi dapat diselengg&rakan
dengan pemrasaran tunggal atau diskusi panel, dan
pemrasarannya dapat berasal dari dalam kantor sendiri ataudari luar kantor.

4. Workshop
Workshop adalab suatu lokakarya yang isinya tidak hanya
membahas masalah/infoimam tertentu saja, tetapi disertai
dengan latihan-Iatihan atau simulasi dengan tujuan agar para
pcscrta dapat cepat memahami masalah yang disampaikan.
Soaialisasi budaya keqa dengan cara workshop basilnya bisa
lebih efektif dibandingkan dengan cara yang lainnya Dengancara workshop diharapkan para pegawai dapat dengan cepat
memahami dan menghayati mlai-nilai dasar budaya kerja,
selanjutnya mereka mampu mcncrapkan dalam pc-kf-rjaan
sehari-hari.

5. Pendidikan dan Pelatihan
Pendidikan dan Pelatihan adalah kegintan pendidikan dan
pelatihan yang diselenggarakan secara rami oleh Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan
merupakan salah satu sarana yang baik untuk
mensofiiahsfisikan nilai-nüai dasar budaya keija, karena materi
yang diberikan bisa lebih lengkap dihandingkgn dangan cara
lain. Kurikulum untuk sosialisasi budaya kerja tersebut bisa
mencakup:
a nilai-nilai dasar budaya keqa;
h metode penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja;
a perubahan sikap dan perilaku;
d pcngembangan kreativitas individu dan kelompok;
e teknik-teknik pemecahan masalah, dan Inin loir

Kurikulum tentang budaya kerja tersebut hendaknya dapat
dnnasukkan baik untuk Diklat Kepemimpman maupun EHklat
Teknia

6. Sosaalisasi Melalui Media Masa
Melalui media mass seperti media cetak, elektronik maupun
internet/ website dapat mensoslalisasakan/ menyampaikun
kepads masyarakat bahwa Instanei Pemcrintah tclah
melaksanakan pengembangan budaya kerja pegawai



Sosialisasi tersebut diuiaksudkan untuk menunjukkan bahwa
aparatur pemermtah telah tnelaksanakan petierapan dan
pengcmbangan nilai-nilai budaya kerja budaya kerja, sehingga
dapat menjadi percontohan bagi instansi-instansi pemermtah
atau OPD lainnya. Dengan sosialisasi semacam im (liharapkan
pula para peg&wai akan lebih termotivasi untuk melaksanakan
budaya kerja dengan sebaik-baiknya.

B. INTERhAUSASI
Intemalisasi adalah kegiatan untuk menanamkan nilai-nilai

dasar budaya keija ke dalam jiwa setiap individu pegawai. Sasaran
dari intemalisasi adalah nilainilai dasar budaya kerja yang
disampaikan dapat merasuk dalam jiwa setiap individu pegawai.
Penjiwaan nilai-nilai dasar budaya kerja tersebut akan tercermin
dan sikap dan penlaku para pegawai dalam menjalankan tugas
dan pekerjaannya sehaii-hari.

Bebcrapa cara atau media yang dapat digunakan untuk
melakukan intemalisasi nilai nilai budaya keija bagi aporatur
pemerirtah, antara lain dapat dilakukan dalam bentuk mind
setting, outbend, workshop, atau cara yang lainnya.

Proses intemalisasi nilai-nilai dasar budaya keija hasilnya
akan lebih efektif apabila praktiknya dl lapangan ada contoh dan
kcteladanan dari pitnpman, Yang dimaksud dengan pimping
adalah pimpinan peda semua level organisasi, mulat dari pejabat
yang paling atas sampai yang paling bawah termasuk ketua-ketua
kelompok jabatan fiingsional. Secara normatif pengembangan
budaya keija memang mcrupakan kewajiban semua pegawai, tetapi
tanggungjawabnya ada pada pimpican. Oleh karena itu adanya
komitmen dan keteladanan pimpinan dalam menerapkan nilai nilai
dasar budaya kerja sangat diperlukan.

C PERANAN KELOMPOK BUDAYA KERJAfKBK)
Dalam proae^ oosiali&asi dan intemalisasi nilai-nilai dasar

budaya kerja aparutur pemerintah pada setiap OPD di lingkungan
Pemermtah Kabupaten Pringsewu, peranan KBK adalah sangat
besar. KBK adalah kelompok keija yang dibentuk secara khusus
untuk membantu Pimpinaii OPD dalam hal pentrapan dan
pengembangAn budaya keija aporatur pemerintah dt
lingkungannya.

Selain tugas tersebut di atas, tugas periling lainnya adalah
ikut memecahkan masalah budaya keija yang ada pada masing-
masing OPD, Dalam rangka pemecahan masalah, KBK periu
mclakukan berbagai aktifites seperti mcngidentifikaBi,
mengjnventarisasi dan membuat prinrïtas masalah, mencan
penyebab masalah, membuat necana tindakan (action p/anj,
melaksanakan rencana tindakan, mengevaluasi hasil pelaksanaan
kegiatan dan mebuat koreksi untuk penyempum»an-
penyempumaan yang diperlukan.

Dalam menjalonkan tugas tugas tersebut KBK harus selalu
berkonsultasi dengan Pimpinan OPD selaku penanggungjawab
penerapan dan pengembangan nilai-nilai budaya kerja di



lingkungannya. Terutama dalam hal penentuan penyebab masalah
dan pemhuatan rencana tindak, KBK harus meminta arahan dan
persetqjuan Pimpinan OPD. Rencana tindakan yang telah
ditetapkan akan menjadi kegiatan-kegiatan yang tennuat dalam
rencana keija budaya keija pada OPD yang bersangkutan.

Rencana tindakan yang dibuat oleh KBK dengan persetujuan
Pimpinan OPD idcalnya dirancang aecara menyelumh, yaita
mencakup mlai-nilai daaar budaya kerja apa saja yang perlu
dibenahi, peraturan-peraturan, sistem-sistem, prosedur-prosedur
dan tehnik-tehiük keija apa saja yang harus diperbaiki di dalam
OPD yang bcrsangkutan. Setelah rencana tindak disusun, maka
semua un®ur pimpinan dalam OPD bcrtanggungjawab atas
pelaksanaannya tergantung pada lingkup pennasatahan apa yang
harus diperbaiki.



BAB V
PENERAPAN N1LAI-NILAI DASAR BUDAYA

KERJA APARATUR PEMERINTAH

Strategi penerapan nilai-nilai budaya ketja aparatur pemerintah
sebagai auatu proses manajemen strategis akan seialu berkaitan eratdengan lingkup, jenia dan bobot mas&lah yang dihodapi olch aparaturpemerintah dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan Kerja
Perangkat Daeiah (OPD) maaingmaaing. Sementara ini masih diramkan,bahwa bdum annua OPD mempunyai budaya kerja yang cukup kuatuntuk mempengaruhi tingkat produktifitas dan kincija individu aparaturpemerintah.

Organisasi pemerintah yang sangat birokrotis ccnderung
mengembangkan budaya kega yang seragam, dalam anti niki-nikr,
kepercayaan dan nonna nonna perüaku individu aparatur pemerintah
dipolakan berdasarkan konsep pikiran tertentu, sehingga kurangmemhenkan ruang gerak kreativita.o dan dinamika org^m'
dengan tantangan lingkungan strategie. Oleh karena itu penggunaan
sistim, metode dan tehnik kerja yang reLevan dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi menjadi sangat penting agar nilai-nilai,
kepercayaan dan nonna norma yang telah disepakati akan signlflkan
mempengaruhi peningkatan pmduktifitas dan kineija.

Peningkatan Irineija aparatur pemerintah secara individu,
kelompok maupun organisasi hanya akan dapat efektif dan efisien
apabila dilakukan melalui proses sosialisasi dan intemalisasi nilai-nilaibudaya kerja scbagai core culture. Hal ini dapat Jebih menjamin tmdakan
hersama dan dilain pihak akan menyebubkan terbentuknya sub-sub
culture yang kokoh dan mengakar di setiap OPD yang memungkinkan
adanya pengembangan, inovasi dan adapta® dengan keadaan-keadaan
yangberbeda.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka langkah-langkah
strategic dan merupakan prioritas yang perlu dilaksanakar secara
sistrmik, komprehensif dan berkelanjutan agar dapat mendukung
keberhaaiian penerapan nilai-nilai budaya kerja di linglcnngan
Pemerintah Kabupaten Pringsewu, adalah:
A Penerapan Nilai-Nilai Budaya Kerja Untuk Pengembangan Jati Diri,

Sikap dan Perilaku antara lain:
1 , merrtHhami jati diri

Secara harfiah jati diri berarti cin ciri utama (inti) aumber
kehidupan (nur illahi) yang dapat memancarkan semangat dan
daya gerek dalam pribadi manusia yang sangat berpengaruh
terhadap pembentukan cipta, rasa, karsa dan kaiya. Sesuai
dengan fitrahnya dan realitasriya aparatur pemerintah bersifat
multi dimensi dan memiliki berbagai peran, yaitu sebagai
manusia. pribadi ciptaan-Nya. Sebagai makhluk Tuhan Yang
Maha Esa, manusia terdiri dan jasmani dan rohani, akal
pikiran, perasaan, jiwa dan hati rrurani sehingga mampu
tnengembangkan dpta, rasa dan karaa sesuai dengan nilai
manusiawi di dalam lingkungan sosiaL



Dalam keadaan apapun manuals mempunyai hasrat untuk
msmenuhi kebutuhan jaamarti maupun rohani scauai dengari
fitrahnya, untuk hidup, hak untuk kehiarga dan
mengembangkan keturunen, hak untuk memperoleh keadilan
dan hak untuk kebcbasan pribadi, hak rasa aman Jahir batin,
hak atas kesejahteraan. Dcnukian pula halnya dengan aparatur
pemerintah. karena sesuai deugen hak dan kewajibannya
cenderung secant langsung memperoleh kesempatan untuk
berperan, berprestasi, mengaktualisaaikan diri, mmdnpatkan
pcngakuan, pcnghargaan, kebanggaan atas prestaal kerja, rasa
memiliki dan bertanggungjawab untuk
kepcmimpinan, memperluaspengetahuan dan wawasan
sehingga dapat menikmati makna hidup yang bahagia lahlr danbatin,

Aparatur pemerintah sebagai fïgur manusia individu, tentunya
dalam pencrapan nllai-nikd budaya keija sangat diharapkan

menjadi figur pribadi teladan yang dapat menantipilkan
jati dirinya sebagai aparatur pemerintah yang Ëlosofi hidupnya
lebih mengedepankan moral dan etika profesi. Femahaman dan
penghayatan terhadap nflai dan makna hidup, nilfii agama dan
pendidikan menjadi sangat penting bagi «hap aparatur
pemerintah, karena akan sangat mempengaruhi pengembangan
sikap dan perilaku kerja yang profesional dan bertanggung
jawab. Profesionallsme tanpa ahklak akan membuahkan sosok
manusia yang cerdas inteLektual tetapi bodch arcara. moral
schingga kecerdasannya hanya akan mempeidaya orang lain
bahkan kecerdasannya dipakai untuk mencari celah serta
justifikasi penyimpangan perilakunya. Begitu juga nilai dan
ahklak yang bcraih Lanpn profesionallsme tidak akan
menfbuahkan Irineria yang optimal, sehingga kedua aspek ini
bagian dan arah pengembangan budaya kerja aparatur
pemerintah. Kedua aspek ini harus merupakan bagian dari
arah pembentukan budaya keija yang nyata. Manusia tidak
cukup hanya beketja keras, tetapi harus diimbangi dengan
ket]a cerdas dan spiritual (IQ, EQ, SQ ) sesuai dengsn moral
dan peraturan yang berlaku.
Kineija bangsa Indonesia hingga seat ini masih relatif berada
pada rangking terendah di antara negara-negara dunin, hal ini
antara lain disebabkan oleh kondisi aparatur pemprintsh yang
kurang memifaki kormtmen tinggi, kurang konaiaten bahkan
mengesampingkan nilai-nilai dasar budaya kerja Oleh karena
itu untuk mengembangkan jati diri aparatur pemerintah,
diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
a bersujud dan pandai bersyukur kepada Tuhan Yang Maha

Esa atas rahmat dan nikmat-Nya, karen^ Temnsuk
manusia yang beruntung untuk mendapatkan
kepercayaan dari Tuhan Yang Maha Esa menerima
amanah sehingga memiliki kesempatan untuk herkarya,
beiamal yang dapat digunakan sebagai bekal dikelak
kemudian hari;



U renungkan kembaii dengan hati yang tenang, piJdran yang
jemih serta mohon ridha dart bimtnngan Tuhan Yang
Maha Esa untuk memahami siapa jati dirt Idta sebenarnya
apa yang selama ini dilakukan untuk kepentingan pribadi,
keluarga, masyarakat, negara, dan agama;

a renungkan kembaii dengan sungguh-sungguh apakah
kelemahan dan kekurangan kim selama ini dan kelebihan
potensi serta bakat yang kita mijiki;

d. tentukan dan pcrbaiki tujuan hidup kite, sebagai wujud
kebahagiaan dengan penuh makna sebagai makhluk yang
mulia berdasarkan niiai-nilai luhur yang di yakm-i;

e. pegang teguh kontitmen untuk mewujudkan t.ujuan dari
isi hidup dalam melaksanakan setiap peketjaan sebagai
amanah dan amal sholeh, ikhlas, jujur, profesional, tekun,
aabar dan bertanggung jawab serta memohen bimbingan
Tuhan Yang Maha Esa;

f konsep rencana ketja öeeara oermat dan reali&tis,
laksanakan rencana keria secara konsisten dan
berkelanjutan dengan niat yang baik, ikhlas, jujur,
profesional dan bertanggungjawab sesuai dengan had
nurarti, norma, prinaip, sistem, ctika, moral dalam
lingkungan kerja;

g lakukan evaluasi, introspeksi dan koreksi pribadi setiap
saat, tetapkan hati dan tekad bahwa prestasi hari ini lebih
baik dari kemarin dan preetasi hari esok hams lebih baik
dari hari ini,

h. bersujud, bersyukur dan berserah diri dengan hati yang
tulus dan ikhlas kepada Tuhan Yang Maha Esa, kaïena
han ini telah melaksanakan tugas dan kewajiban dengan
sebaik-baiknya. Insya Allah akan merasa hidup
berbahagia, lahir dan batin, tenang, tenteram, damai dan
penuh makna.

2 Peran Sikap dan Perilaku Aparatur Pemenntah
Dalam kehidupan individual, aparatur pemenntah dituntut
melaksanakan tugas dan pcrgaulan sehari-hari dengan penuh
tanggungjawab, wajib bersikap dan berperilaku profesional,
dan mengedepanka-n etika moral dalam hubungan antar
sesama aparatur pemerintah maupun dalam kehidupan
bermasyarakat dan bemegara. Dengan demikian aparatur
pemenntah diharapkan sebagai sosok individu talaria" di
lingkungannya yang mampu menampilkan jati dirinya sebagai
aparatur yang beretika, bermoral, profesional, disiptin, kreatif,
inovatif dan bertanggungjawab baik secara moral, organisatoris
dan sosial sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.
Olch karena itu representasi sikap dan perilaku aparatur
pemenntah yang dikehendaki dalam niiai-nilai budaya kerja,
adalah:



a scbagal soaok aparatur pemenntah dalam kontekspeketjaan, wajib melakukati keijasama, salitig
mendukung, sating asah, asih, asuh dalam rangkapeningkatan kineija dan pelayanan masyarakat;

h sebagai pelaksana wajib mentaati hukum, kebijakan
pimpinan dan prosedur/tata keija, perintah serta
petunjuk atasan, wajib loyal dan bertanggungjawab
terhadap tugas, memberikan sumbangan terhadap
keberhasilar pemimpinnya;

C sebagai secrang pemimpin wajib menjadi tauladan,mampu membnnbing, mendidik, mengawa^i dan
mengembangkan kemampuan bawahan. Mempersiapkan
penutnpin yang lebih balk masa mendatang bersikap dan
bertindak tegas, arif, add dan bijakaana;

d datum kedudukannya sebagai kcpala keluarga atau ibu
rumah tangga berkewajiban untuk mencukupi kebutuhan
sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan
keaejahteraan lahir dan batin keluarganya serta mampi
menjadi teladan, pclindung, pendidik dan pengayom
keluarganya dengan penuh kasih aayang dan
tanggungjawab;

e sebagai warga masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam
membina dan menciptakan kesqahteraan bersama,
ketcitiban umum, ketenteraman, kerukunan, ketaatan
pada tnjkum, keakraban hubungan kekelwtrgaan
berdasarkan kegotongroyongan, sating menghargai dan
menghormati sesama warga masyarakat;

£ sebagai warga negara, aparatur pemerintah mempunyai
hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara
lainnya. Bahkan seüap aparatur pemerintah harus
bersikap dan bertindak sebagai patriot bangsa, rela
berkorban membeia negara dan kepentingan negara,
mengutarrakan kewajiban tugas tugas negara daripada
kepentingan pribadt dan golongan,

3, Pengembangan Budaya Pelayanan di LingkunganAparatur Pemerintah
Pengembangan budaya pelayanan di lingkungan aparatur
pemerintah merupakan aalah satu aspek dari prinritas
penerapan budaya kega aparatur pemerintah yang berorientasi
pads pengembangan jati diri, aikap dan pcrilaku.
Pengembangan teraebut antara lain bertujuan menguboh jatidiri aparatur pemerintah yang aemula sarat dengan stigma
dllayani oleh masyarakat dan hanya melayani pemerintah
menjadi aparatur pemerintah yang melayani masyarakat.
Perubahaii sikap dan pcrilaku aparatur pemerintah tersebutsudah menjadi tuntutan publik yang harus diakomodasikan
dan tuntutan perubahan internal aparatur pemerintah untukmelftksanakan kewajibannya sesuai dengan etika protest yangdiatnr dalam ketentuon peraturan perundang-undangan. Olehkarena itu untuk mengembangkan budaya pelayanan di



bngkungan aparatur pemerintah harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut'
a setiap aparatur pemerintah bcrkcwajiban bersikap danberperilaku sebagai pelayan masyarakat yang baik dengan

memperhatikan batas-batas kewenangannya dan
pelayanan dilakukan dengan sungguh-sungguh secaraindividual serta bcrsikap reaponsif terhadap setiappennintaan masyarakat;

h setiap aparatur pemerintah harus bersikap prvfeaional
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
menghonnati dan menjalin keijasama yang baik dengan
masyarakat^tidak merugikan hakhak masyarakat danbertanggungjawab terhadap pelayanan yang memuaskan
rnasyarakat serta wajib menciptakan suasana yangkondugif antara pemerintah dengan

c setiap aparatur pemerintah berkewajiban membangun jiwa
dan semangat melayani rnasyarakat dengan baik, antar
lain dengan memberikan hak-hak rnasyarakat dan
informaai yang dipcrlukan serLa menciptakan layanan
publik yang cepat, nyaman dan prima;

d. setiap aparatur pemerintah berkewajiban
menumbuhkernbangkan budaya malu dalam menjalankan
tugas dan kewajibannya. Budaya malu merupakan
dart pcngembangan jati din aparatur pemerintah yang
paling panting dalam memberikan pclayanan kepada
masyaiakat. Budaya malu terhadap tindakan kompsï,
kolusi dan nepotisme dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat merupakan pula salah satu bentuk
pengembejigan motiva&i sikap dan perilaku aparatUT
pemerintah.

R PENERAPAN NILAI-NILAI BUDAYA KERJA MELALUTPENGEMBANGAN KERJASAMA DAN DÏNAMIKA
Keberhasüan suatu instansi pemerintah maupun unitorganisasi sangat ditentukan oleh hubungan keijasama dandinamika hubungan dldalamnya. Hubungan itu tidak hanyaberdasarkan pertimhangan untung rugi, tetnpi jugn bertiasarkankaaih sayang, tolong menolong, saling memperkuat ataumendukung, Hubungan keijasama dalam birokrasi pemerintahan

harus didasarkan pada aturan yang jelas, bersifat rasional danprofe&ional, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-malingbaik aecara individu maupun kelembagaan.
Ketjasama itu merupakan bentuk interaksi sosial dalambekeija, atas dasar saling membutuhkan, karena kesadaian

masing-masmg bahwa tujuan instansi pemerintah maupun unitorganisasi hanya dapat dicapai bila mendapat dukungan penuh danseluruh kelompok keija^
Penerapan nilm budaya kerja melalui pengembangan

keijasama dan dinamika kelompok akan berhasil npabila:



1. ada komitmen deri pimpinan tertinggi tn«tansi pemcrintah dan
para pemimpin unit kerja yang ada dibawahnya;

2. di&adnrinys. pangambangan ketjaaama dan dinamika kelompok
merupakan salah satu cara penting untuk mengembangkan
kemampuan SDM;

3. nilai-nilai dasar pembentuk aikap dan perilaku positif dan
produktif yang ditcrapkan dapat dimengerti dan dipahami
den^ui baik oleh pimpinan dan anggota kelompok,

4. ada kesediaan pimpinan dan anggota untuk bersikap terbuka
dan mcncrima pcrubahan kebijakan acrta mctodc kerja bom
yangefisien;

5. adanya rasa saling pereaya antara bawahan dengan bawahan
dan antar anggota kelompok keija;

6. pengemhangan kerjasama dan dinamika kelompok keija terknit
langsung dengan kepentingan pelaksanaan tugas pekerjaan
dan masalah-masalah yang dihadapi;

7. adanya pcrhatian yang cukup besar dan pimpinan dan
partisipasi penuh dan para anggota;

8. adanya tindaklanjut yang nyata atas hasil-hasil kelompok keija
untuk menuigkatkan kincrja dan adanya dukungan social dari
lingkvingan ketjsmya;

9. dilaksanakan secara. teratm* dwir berkdanjutan Halam jangLm
panjang

Palam mengemhangkan kerja tersebut, ada beberapa hal
yang perlu diperhatikan, yaitu:
1. tujuan/target yang konkrit yang bisa dipahami dan disepakati

oleh para anggota kelompok;
2, kcjelasan tugas dan peran, fungsi masing-masing anggota dan

mengetahui cara melakukan dengan baik;
3. kejelasan aturan bagannana menghadapi dan nuenyelesaikan

konflik antar kelompok keija maupun dengan kelompok lain;
4. menghindan pergantian atau pcrubahan ausunan kelompok

kerja secara beriebihan untuk menjaga stabilitaa dan
kontinuitaa;

5. mencipitakan kelompok keija yang kondusif untuk rnenjoJin
interaksi sosial yang efcktif.

C PENERAPAN NILAI-NILAI BUDAYA KERJA UNTUK MEMPERBAIKI
KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan publik pada daaamya merupakan keputusan yang
dlambil oleh lembaga pemerintahan negara baik eksekuttf, legislatif
maupun yudikatif yang bemifat mengatur kepentingan umurn dan
pelayaiLan masyarakat. Dengan kebijakan publik yang baik dan
benar dibarpkan dapat menumbuhkqn kehiaaaar ma^arakat
untuk meiakukan kegjatan yang berrnlai. Kebiasaan yang
dijalankan achan-hari sccara bcrkclanjutan dapat mcnjadi citra dan
budaya kerja yang bemilai tinggi.



Pada dasamya sctiap manuals dalam menjalankan
kegiatannya mempunyai kebutuhan jaamani dan rohani, kebutuhan
jasmaniah tendin dan*
1. kebutuhan dasar [makan, minum, rumah, krRfhaten

pendklikan, kebutuhan harga diri);
2. kebutuhan transportasi dan komunikasi.
Sedangkan kebutuhan rohani terdiri dari:
1. rasa aman selamat;
2. kebutuhan kebebasan; dan
3. kebutuhan untuk diterima deh masyarakat,

Agar aetiap peraturan perundang-undangan dan kebijakan.
publik mencapai tujuan dan sasaran aecara efektif dan efisien,
moka dalam proses pcngainbilan kcputuBan hendaknya memenuhi
prinatp-prinsip tets pemerintahan yang baik yaitur
1. kepastian hukum;
2 tertib penyelenggaraan negara;
3. kepentingan umum;
4, terbuka;
5. prafesional;
6. proporsional;
7. akuntabilitaa;
8. efektif;
9, eflsien.

Disamping itu, mengutamakan perimdungan HAM,
penanggulangan kemiskman, kelestari&n sumberdaya alam dan
lingkungan hidup, tepat cepat dalaxn mengatasi konflik
suasana kehidupan masyarakat tenteram, damai dan kondusif.

Satu hal penting yang perlu disadari untuk mendapatkan
perhatian dan pemikiran serius setta pertimbangan yang mendalam
adalah pada waktu memmuskan tujuan dan sasaran kebijakan
publik, Dalam hal ini aparatur negara harus menrilkl komitmen,
konsistensi, kqujuran keteguhan hati, keaj-ifan, disiplin dan rasa
tanggung jawab yang tinggi agar tidak mudah tergoyahkan oleh
bisikan-bisikan untuk memanfaatkan kenikmatan pribadi dan
keserakaheu matcri dari keputusan yang melekat pada tugas dan
jabatan yang dipercayakan (dmi-nqrotkan) kepadanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu ditempuh iangkah
perbaikan kebijakan dan pelayanan publik sebagai berikut:
1 . mempeijelae bubungan wewenang den tanggungjawab antar

lembaga legistatif, eksekutif dan yudikatif;
2. penataan organisasi dan ketatalaksannan

penyelenggaraan pemerintahan;
3. menerapkan sistem pengendalian mutu kineija dalam

peningkatan kineija dan pelayanan masyarakat;
4. perubahan sikap mental dan perilaku aparatur negara sebagai

pelayan masyarakat.



D. PENERAPAN NILAJ-N1LAI BUDAYA KERJA UNTUK MEMPERBAIKI
MANAJEMEN DAN PELAYANAN MASYARAKAT

Dalam U3*lia mcmperbtlikï sistcm manAjrmrn pemmntahan dan
pelayanan masyarakat. pcrtu dilakiikan analiste sccara sistematis dan
tepat sasaran Harus dïketahui apa yang akan diperbaiki, apa penyebab
atau masalatmya dan hogstmana cara memperbalklnya. Anallsls masalah
rlan perbfiïkan ststem manajefnen hams m*mpwhaHkmi niang Hngkup,
kompleksitas masalah serta lingkungan keija internal maupun ekstemal.
Hal itu dapat ditihat dari proses kegiatan, ftmgsi manajemen, unsur atau
bïdang kegaten strategik manejemen yang pertu diperbaiki aecart. pcr&jal
mendalam (intensify dan secara menyelumh (komprehensif) untuk
meningkatkan kmeija unit organteasi/instansi pemerintatr

Karena beragamnya organisasi pcmerintah, baik ukuran
besamya organisasi, jenis, kedudukan, tugas pokok, fungsi, ruang
lingkup, maka dalam Pcduman Pcngembangan Budaya Kerja ini
dituangkan nilai-nitai hudayn kerja untuk fnernp^rbaild sisfaTM
manajemen dan pelayanan masyarakat.

Ciri-ciri. pelayanan yang baik terhadap masyarakat sebagai
berikut :
1. adanya kepastian waktu, biaya dan kuaÜtas;
2, sikap ramah aparatur yang melayani;
3. adanya infonnasi yang terpercaya dan mudah dïketahui

masyarakat;
4. aparatur yang rnemberikan pelayanan hams memiliki

kompetensi dan kepribadian yang sesuai dengan füngsiriya;
5. layanan yang diberikan tidak diskriminatif;
6. tid&k melakukan KKN.

Untuk mewuiudkan pelayanan yang sesuai dengpn harapan
masyarakat perlu ditempuh langkah-langkah untuk memperbaild
pelaksanaan sistem manejemen dan pelayanan msayarakat antara
lain;

1. perumusan visi, mwi dan tujuan;
2. perumusan cnasalah;
3- sistern pengambilan keputusan;
4. perencanaan terpadu;
5. pengorganisasian yang tepat;
6. pemberdayaan masyarakat;
7. pengendalian pelaksanaan manajemen pelayanan masyarakat;
8. pemeriksaaii hasil kerja

E. PENERAFAN NILAJ-N1LAI BUDAYA KEKJA UNTUK MENINGKATKAN
EFEKTTFITAS PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pcrilaku yang balk scharusnya bcrasal dari sikap mental dan
moral yang baik seperti knmitmen pribadi, kejujtiran, disipiin dan
tanggung jawab. Dengan sikap mental dan moral yang baik, setiap
orang akan berperilaku baik karena berasal dari pribarii yang baik.



Pada awalnya aeluruh manusia dilahirkan di dunia dalam
kendaan suc\ namun dalam proses tirmbuh kembang tidak terlepas
dari pengaruh tingkungan. Tetapi dalam implementasi kehidupan
manusia tergantung pada stimulan mana yang paling dominan yang
inengarahkan pada kecendcrungan untuk berbuat baik dan buruk.
Seseorang aparatur yang pnndai belum tentu mempunyal
kemampuan untuk mengendalikan perbuatannva dengan baik,
karena dorongan-dorongan kebutuhan yang mungkin dapat
mempengaruhi cara dirinya mengambiJ keputusan, Demikian pula
crang yang mempunyai integritae bdum tentu sosok orang yang
profesionfil. Aparatur yang bermoral, bersemangat bemotivasi
tinggi, bdum tentu mampu mengaktualisasikan kmeija secara
konaisten. Apabila sistem dan Lingkungan tidak kondusif seria
fungal pengawasan sangat lemah akan memperlemah motivasi luhur
tersebut. Oleh karena itu, perlu dikernbangkan budaya pengawasan
yang komprehensif, terpadu, aparatur yang cerdas intetektuaL
berakhlak mulia, bermoral, profeaional, Idneija tinggi dan berdaya
saing.

Nilai-nilai dasar yang diuraikan di atas masih bersifat
nunnaliT dan ideal aehingga periu diaplikasikan sepenuhnya dalam
kehidupan keseharlan. Nüai-nilai tersebut hendaknya menjadi
keyakinan yang dihayati dan menjadi sumber pendorong perilaku
aparatur pemerintah. Profesionallsme tanpa akhlak mulia akan
membuaiikan sosok manusia yang cerdas secara intelektual tetapi
bodoh secara moral sellings kecerdasan dan keahlian dapat
digunakan untuk mengembangkan pikiran dan praktek negadf yang
merugikaii. masyarakat dan negara. Akan tetapi, tanpa
profesionalisme, moralitas yang baik akan lumpuh dan tidak
mungkin menghaailkarL kineTja yang bcrkualitas dan berdaya saing
tinggi. Oleh karena itu, penghayaten terhadap nilai-nilai kehidupan,
agama, pcngalaman dan pendidikan harus diarahkan untuk
menciptakan profesionalitas dan akhlak/moral yang baik bagi
aparatur pcmcxintah agar keduanya saling mendukung.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka untuk
mengefektifkaji pcngnwasan dan penegakan hukum mekdui
pengembangan budaya keija aparatur pemerintah perlu dilakukan
langkah-langkah sebagai berikut:
1 mengkaji dan memperbaiki kebijakan publik bidang manajemen

kepegawaian dengan peraturan yang konkrit, jelas dan mudah
dilaksanakan;

2 menerapkan setiap peraturan dan kebijakan pemerintah secara
konaisten dan konsekuen,

a mengarahkan pengembangan budaya keija secara apesifik
dengan menanamkar. makna, visi dan misi aparatur pemerintah
sebagai pelayan masyarakat;

4 pimpinan harus mempunyai koraitmenJ tanggungjawab.
berakhlak moral mulia dan menjadi teladan bagi bawahannya;

5 dikembangkan sistem yang memacu loyalitas kepada profesi
sebagei pelayan masyarakat.



Selmijutnya untuk mcngefcktifkan pengawasan dan
penegakan hukum di lingkungan aparatur pemerintah oleh
masyarakat, periu dilakukan intensifikasi pemberdayaan
masyarakat dengan:
L meningkatkan kualitas kebijakar, pelaksanaan pelayanan

masyarakat dan kontrol sosial dan masyarakat;
2 membangun citra aparatur pemerintah yang bersih, profesionai,

bertanggungjawab dan terpercaya;

a mendukung penegakan hukum dan keadilan secara transparan,
tertib dan proportional;

4 membangun sensitifitas fungsi-fungsi manajerial pada pejabat
hiroVrafei p^m^rintah

& mcndorong pcrbaikan pcnggorganiaaaian, mctode kerja dan
ketatalaksanaan birokrasi pemerintah untuk perbaikan
pelayanan masyarakat;

a menggiatkan dan mendinamisasi pelaksanaan aparat
pengawasan fungsional dan aparat penegak hukum lainnya.



BAB VI

PENUTUP

Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Pemermtah
Kabupaten Pringsewu ini disusun dalam rangka revitalisasi dan
konkritisasi pcncrapan serta pengembangan nilai nilcj budaya keija
aparatur pemerintah di lingkungan Pemermtah Kabupaten Pringsewu.
Dengan mengacu pada pedoman ini seluruh OPD berkewajiban
mengimplementasikaji secara menyeluruh dan. berkelanjutan serta
mengap!ikasikannya dengan kundisi internal masing-joasing.

Melalui pcncrapan dan pengembangan nilai-nllal budaya keija
aparatur pemerintah ini, diharapkan akon mampu Tneningkatkan kinerja
aparatur pemerintah dan kinerja pemerintah. daerah yang selanjutnya
tentunya akan mendukung pula terwujudnya visa dan misi Pemerintah
Kabupaten Pringsewu. Hal yang lebih penting lagi dengan sosialisasi dan
internalisasi rulai-nilai budaya keija ini, aangat diharapkan akan mampu
menumbuhkembarigkanlaan nilai-nilai moral dan budaya ketj® produktif
kepada setiap aparatur pemerintah serta dapat memperbaiki persepsi,
pola pikir dan perilaku aparatur yang menyimpang dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
masyarakat aekaligus untuk mempercepat pemberantaaan praktek KKN.

Seluruh Pimpinan OPD dengan dasar pedoman. ini berkewajihan
untuk meningkntksn kinerja aparatur pemerintah di lingkungan OPD
masing- masing melalui Kelompok Budaya Keija dan forum-forum
profesionaL Dengan demikian nantinya akan diperoleh aparatur
pemerintali yang berkualitas dan piufesional yang dapat memperbaiki
kineTjanya aecam berkelanjutan dan meningkatkan kineija pemerintah
serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparatur
pemerintah

Dengan keberhasilan penerapan dan pengembangan budaya kerja
aparatur pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu,
thh^mpkan pula dapat mendukung pcrcepatan terwujudnya. tata
kepemerintahan yang haik Covemance) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pringsewu.

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI
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